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Abstract 
Imposition of mortgage rights must register as determined by Article 13 paragraph (1) UUHT, 
that "granting of mortgage rights must be registered at the Land Office". Registrants are given 
proof of mortgage rights, "the Land Office issues a mortgage certificate in accordance with the 
applicable laws and regulations. When the debtor defaults on the creditor based on Article 6 of 
the UUHT, he has the right to sell the object of the mortgage upon his own power through a 
public auction and to repay his debt from the proceeds of the sale. The parate auction is disputed 
by the debtor as the owner of the object of the mortgage right, but the bank continues to auction 
it, according to the debtor if the dispute of the object of mortgage, it must first request fiat 
execution to the District Court based on the provisions of Article 224 HIR. As a result of the 
legal auction of the disputed object object disputed under Article 6 of the UUHT, that the 
provisions of Article 14 paragraph (1) of the Auction Manual clearly state that the nature of a 
lawsuit prior to the auction of the object of Mortgage from other parties besides the debtor / 
executable, husband or wife of the debtor/execution related to ownership, Article 6 UUHT 
Execution Auction cannot be implemented. The object auction is disputed, then the auction is 
declared valid if it is based on the fiat execution as Article 224 HIR 
Keywords: Legal Remedies, Auction, Mortgage Rights 
 
Abstrak 
Pembebanan hak tanggungan wajib daftar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 ayat (1) UUHT, 
bahwa “pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Pendaftar 
diberikan bukti adanya hak tanggungan, “Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak 
tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika debitur 
wanprestasi kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT, mempunyai hak untuk menjual 
obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Lelang secara parate eksekusi tersebut 
disengketakan oleh debitur selaku pemilik obyek hak tanggungan, namun pihak bank tetap 
melelangnya, menurut debitur jika sengketa obyek hak tanggungan, maka harus terlebih dahulu 
meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR. Akibat 
hukum lelang obyek hak tanggungan yang disengketakan berdasarkan Pasal 6 UUHT, bahwa 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) Juklak Lelang dengan tegas menyebutkan bahwa alam hal terdapat 
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gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain 
debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang 
Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan. Lelang obyek disengketakan, maka lelang 
dinyatakan sah jika didasarkan atas fiat eksekusi sebagaimana Pasal 224 HIR 
Kata Kunci: Upaya Hukum, Lelang, Hak Tanggungan. 
 
I. PENDAHULUAN 
ank sebagai “salah satu lembaga 
keuangan yang paling penting dan 
besar peranannya dalam kehidupan 
perekonomian masyarakat, dalam menjalan-
kan perannya maka bank bertindak sebagai 
salah satu bentuk lembaga keuangan yang ber-
tujuan memberikan kredit dan jasa-jasa 
lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilaku-
kan dengan jalan memperedarkan alat-alat 
pembayaran baru berupa uang giral”. Dana 
yang diterima dari masyarakat menurut Mu-
hammad Djumhana: 
“Dapat berbentuk simpanan berupa 
tabungan, giro, atau deposito, dan pada akhir-
nya diedarkan kembali oleh bank. Misalnya 
lewat pasar uang (money market), pendeposi-
toan investasi dalam bentuk lain dan terutama 
dalam pemberian kredit. Kredit dalam kegia-
tan perbankan merupakan kegiatan usaha yang 
paling utama, karena pendapatan terbesar dari 
usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan 
usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi”. 
Perihal perbankan di Indonesia diatur 
dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-
mor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Per-
bankan). Pengertian kredit dijumpai dalam 
Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan bahwa yang 
dimaksud dengan kredit adalah:  
“Penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam memin-
jam antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
setelah jangka waktu tertentu dengan pembe-
rian bunga”. 
II. KAJIAN TEORI 
Unsur yang penting dalam kredit adalah 
“adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah 
sifat atau pertimbangan saling tolong meno-
long. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur 
yang paling penting dalam kegiatan kredit 
sekarang ini adalah untuk mengambil keuntu-
ngan dari modalnya dengan mengharapkan 
pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor 
adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi 
kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan 
kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan 
pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa 
B
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yang memisahkannya, sehingga terdapat 
tenggang waktu tertentu. Kondisi ini menga-
kibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian 
pengembalian prestasi yang telah diberikan. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu jaminan 
dalam pemberian kredit tersebut”. 
Penjelasan dalam Pasal 8 ayat 1 UU 
Perbankan menyatakan bahwa: “untuk mengu-
rangi risiko tersebut, jaminan pemberian kre-
dit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Sya-
riah dalam arti keyakinan atas kemampuan 
dan kesanggupan Nasabah debitur untuk me-
lunasi kewajibannya sesuai dengan yang di-
perjanjikan merupakan faktor penting yang 
harus diperhatikan oleh bank”. Untuk mempe-
roleh keyakinan tersebut “sebelum memberi-
kan kredit, bank harus melakukan penilaian 
yang seksama terhadap watak, kemampuan, 
modal, agunan menjadi salah satu unsur jami-
nan pemberian kredit, maka apabila berdasar-
kan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh 
keyakinan atas kemampuan debitor mengem-
balikan hutangnya, agunan dapat berupa ba-
rang, proyek atau hak tagih yang dibiayai 
dengan kredit yang bersangkutan”. 
Benda yang digunakan sebagai jaminan 
bank tersebut “apabila ternyata debitur tidak 
mampu mengembalikan pinjamannya, maka 
jaminan tersebut disita untuk dieksekusi”. 
Istilah jaminan sering bertukar dengan istilah 
agunan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 
tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka ja-
minan itu adalah: “suatu keyakinan bank atas 
kesanggupan debitor untuk melunasi kredit 
sesuai dengan yang diperjanjikan”. 
Pembebanan benda tidak bergerak seba-
gai agunan kredit didasarkan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Ben-
da Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). 
Pembebanan hak tanggungan wajib daftar 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 ayat (1) 
UUHT, bahwa “pemberian hak tanggungan 
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. 
Pendaftar diberikan bukti adanya hak tanggu-
ngan, “Kantor Pertanahan menerbitkan sertipi-
kat hak tanggungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sertipikat 
hak tanggungan memuat irah-irah dengan ka-
ta-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuha-
nan yang Maha Esa. Sertipikat hak tanggu-
ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap dan berlaku 
sebagai pengganti grosse acte hypotheek se-
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panjang mengenai hak atas tanah. Ketika 
debitur wanprestasi kreditur berdasarkan ke-
tentuan Pasal 6 UUHT, mempunyai hak untuk 
menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasa-
an sendiri melalui pelelangan umum serta 
mengambilpelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut. Lelang secara parate ekse-
kusi tersebut disengketakan oleh debitur sela-
ku pemilik obyek hak tanggungan, namun 
pihak bank tetap melelangnya, menurut debi-
tur jika sengketa obyek hak tanggungan, maka 
harus terlebih dahulu meminta fiat eksekusi ke 
Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan 
Pasal 224 HIR”. 
Berdasarkan uraian sebagaimana terse-
but di atas, maka yang perlu dipermasalahkan 
adalah:  
1) Akibat hukum lelang obyek hak tanggu-
ngan yang disengketakan berdasarkan Pasal 
6 UUHT 
2) Upaya hukum yang dilakukan oleh debitur 
atas lelang obyek hak tanggungan yang 
disengketakan berdasarkan parate eksekusi 
III. METODE PENELITIAN 
Tipe pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah gabungan dari pendeka-
tan Peraturan Perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan konseptual (conseptual 
approach), dan pendekatan kasus (case 
approach). 
IV. HASIL PENELITIAN 
1) Akibat Hukum Lelang Obyek Hak 
Tanggungan Yang Disengketakan 
Berdasarkan Pasal 6 UUHT 
Proses eksekusi diawali dengan fiat 
eksekusi adalah permohonan pelaksanaan ek-
sekusi, yakni dengan mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan agar supaya membantu 
untuk terlaksananya putusan, sehingga ekse-
kusi dapat berjalan sesuai prosedur hukum. 
Pengajuan permohonan eksekusi pada Ketua 
Pengadilan Negeri. Setelah Ketua Pengadilan 
Negeri menerima permohonan untuk dilaksa-
nakan eksekusi yang diajukan oleh penggugat 
yang dimenangkan, maka Ketua Pengadilan 
Negeri meneliti semua surat-surat (berkas per-
karanya) yang berhubungan dengan permoho-
nan eksekusi tersebut. apabila Ketua Pengadi-
lan Negeri telah mempunyai keyakinan bahwa 
“putusan tersebut telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, maka kepada penggugat 
diperintahkan untuk membayar biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi terse-
but yang disebut panjar biaya eksekusi. Kemu-
dian dilakukan tindakan persiapan, yaitu de-
ngan sebuah penetapan dilakukan panggilan 
terhadap tereksekusi untuk diberi teguran peri-
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ngatan (aanmaning) supaya yang bersangku-
tan memenuhi bunyi putusan dengan diberi 
tenggang waktu paling lama 8 hari. Maksud 
memberi tenggang waktu batas masa peringa-
tan adalah agar batas waktu peringatan yang 
diberikan tergugat diminta untuk menjalankan 
putusan secara sukarela. Dan apabila batas 
waktu peringatan yang ditentukan dilampaui 
dan tergugat tidak mau menjalankan putusan, 
maka sejak itu sudah dapat dieksekusi dengan 
paksa”. 
Prosedur eksekusi lelang terhadap jami-
nan hak tanggungan menurut UUHT mengacu 
pada prosedur eksekusi hipotik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia 
yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch 
Reglement/HIR). Pasal 224 Reglemen Indone-
sia yang Diperbarui (Het Herziene Indone-
sisch Reglement/ HIR) mengacu pada keten-
tuan Pasal 195, Pasal 196 serta Pasal 197 
Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het 
Herziene Indonesisch Reglement/ HIR). 
Proses yang harus dulalui untuk ekseku-
si adalah “adanya permohonan dari Pemohon 
(Pihak yang menang) dalam hal putusan telah 
berkekuatan hukum tetap baik putusan tingkat 
Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua 
belah pihak yang berperkara, putusan perda-
maian, putusan verstek yang terhadapnya ti-
dak diajukan verzet atau banding, putusan 
Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua 
belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan 
putusan Mahkamah Agung dalam hal Kasasi”. 
Selanjutnya Ketua Pengadilan negeri 
mengeluarkan Penetapan aanmaning/teguran 
“terhadap pihak yang kalah untuk melaksa-
nakan isi putusan yang berkekuatan hukum te-
tap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sete-
lah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur 
(8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 
HIR atau Pasal 207 RBG)). Kemudian dibuat 
berita acara aanmaning”. 
Apabila pihak yang kalah “setelah dite-
gur tidak mau menjalankan putusan, Ketua 
pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan 
perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, 
dimana perintah menjalanan eksekusi dituju-
kan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam 
pelaksanaannya apabila diperlukan dapat 
meminta bantuan kekuatan umum. Kemu-dian 
dibuat berita acara”. 
Pemberian teguran (Aanmaining). Sete-
lah putusan berkekuatan hukum tetap ”para 
pihak yang kala tetap tidak bersedia memenu-
hi isi putusan, maka pihak yang merasa 
dirugikan dapat mengajukan surat permoho-
nan kepada ketua pengadilan negeri, sebagai 
pihak yang oleh Undang-Undang di berikan 
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kewenangan untuk melaksanakan/ menjalan-
kan putusan. Surat permohonan tersebut dike-
nal dengan permohonan teguran. Surat permo-
honan  Aanmaining memuat identitas para 
pihak, amar putusan yang diminta di eksekusi, 
alasan mengajukan permohonan dan hal-hal 
yang diminta agar dilaksanakan oleh ketua 
pengadilan”. 
Bersamaan dengan pengajuan aanmai-
ning, “permohonan harus melampirkan Sali-
nan/ copy lengkap dari seluruh putusan yang 
pernah di lakukan terhadap perkara tersebut 
seperti anjuran lembaga mediasi, konsiliasi, 
arbitrase, hubungan industrial dan putusan 
kasisi, permohonan juga harus melampirkan 
relas pemberitahuan putusan dari pengadilan 
hubungan industrial kepada para pihak dan 
sejumlah biaya apabila disyaratkan”. 
Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya 
“Ketua pengadilan Negeri akan Mengirimkan 
serat Teguran/ aanmaining kepada pihak yang 
kalah, yang isinya memanggil yang bersang-
kutan menghadap Ketua Pengadilan untuk 
diberi peringatan agar memenuhi isi putusan 
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 
(delapan) hari” Pasal 196 HIR. 
Pada saat termohon memenuhi aanmai-
ning, ”ketua Pengadilan di dampingi panitra 
mengadakan sidang untuk memberitahukan 
bahwa pemohon telah mengajukan permoho-
nan eksekusi terhadap termohon. Oleh karena 
itu termohon diminta untuk memenuhi sendiri 
isi putusan dalam jangka waktu yang ditentu-
kan (selama jangka waktu penringatan). Sega-
la proses yang terjadi harus dicatat oleh 
panitra, karena berita acara tersebut merupa-
kan bukti otentik terhadap sah atau tidaknya 
perintah eksekusi selanjutnya”. 
Setelah aamaining dilaksanakan dan ter-
nyata pihak termohon tetap tidak bersedia me-
menuhi isi putusan pengadilan, ”maka pihak 
pemohon dapat meminta Ketua Pengadilan 
melaksanakan meaksanakan sita eksekusi. 
Permohonan tersebut dilakukan secara tertulis 
melalui surat permohonan eksekusi”. 
Secara umum, ”format surat permoho-
nan peletakan sita eksekusi tidak jauh berbeda 
dengan format permohonan aanmaining, yaitu 
memuat prihal, identitas parapihak, isi putusan 
yang diminta dilaksanakan dan obyek yang 
dimintakan di letakan sita eksekusi, termasuk 
nama obyek, jenis, jumlah, alamat, identitas, 
nama pemilik dan spesipikasi lainya”. Ekse-
kusi dimohonkan jika debitur tidak dengan 
sukarela memenuhi kewajiban atau mengha-
lang-halangi kreditur untuk mengeksekusi 
benda jaminan. 
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Apabila didasarkan ketentuan pasal 
pasal 1 Peraturan Lelang, dan pendapat Yahya 
Harahap sebagaimana di atas akan ditemukan 
pengertian yang sebenarnya dari penjualan 
lelang yang dapat dirinci sebagai berikut: 
a. “penjualan di muka umum harta kekayaan 
tergugat yang telah disita eksekusi. Atau 
dengan kata lain, menjual di muka umum 
barang sitaan milik tergugat (debitur); 
b. penjualan dimuka umum (pelelangan) 
hanya boleh dilakukan didepan juru lelang. 
Dengan kata lain, penjualan lelang 
dilakukan dengan perantaraan atau bantuan 
kantor lelang (juru lelang), dan 
c. cara penjualannya dengan jalan harga 
penawaran semakin meningkat, atau makin 
menurun melalui penawaran secara tertulis 
(penawaran dengan pendaftaran)”. 
Lelang diselenggarakan dengan tujuan 
untuk menjual barang secepat mungkin tanpa 
memperhatikan barang yang dijual. penjual 
pada dasarnya memerlukan jasa promosi, me-
nawarkan, dan mengirimkan barang, namun 
hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Le-
lang Negara karena adanya keterbatasan-ke-
terbatasan tertentu. 
Di antara jenis lelang adalah ”lelang 
eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan 
putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- 
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, 
dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam pera-
turan perundangundangan. Lelang eksekusi 
melaksanakan ketentuan dalam peraturan pe-
rundang-undangan di antaranya lelang jami-
nan kredit. Istilah eksekusi diartikan sebagai 
pelaksanaan putusan atau dapat pula diartikan 
sebagai menjalankan putusan pengadilan, ya-
ng melaksanakan secara paksa putusan penga-
dilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila 
pihak yang kalah tidak mau menjalankannya 
secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan 
apabila telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap”. 
Hal yang dapat dieksekusi yang merupa-
kan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan 
yang sudah berkekuatan hukum tetap yang 
dilakukan dengan bantuan pengadilan atau 
dikutip pendapat Subekti bahwa eksekusi ada-
lah: ”Melaksanakan putusan yang sudah tidak 
dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela 
oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam 
makna perkataan eksekusi sudah mengandung 
arti pihak yang kalah mau tidak mau harus 
mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga 
putusan itu harus dipaksakan kepadanya de-
ngan bantuan kekuatan umum, dimana kekua-
tan umum ini berarti”polisi”. 
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Suatu putusan hakim yang dapat diekse-
kusi harus telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (in kracht van gewijsde) yaitu ”apabila 
tidak ada lagi upaya hukum biasa yang diper-
gunakan yaitu perlawanan, banding dan kasa-
si, karena dengan memperoleh kekuatan hu-
kum yang tetap maka putusan itu tidak dapat 
lagi diubah, sekalipun dengan pengadilan ya-
ng lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum 
yang khusus, yaitu request civil (Peninjauan 
Kembali)dan perlawanan oleh pihak ketiga”. 
Barang yang disita tersebut dimaksud-
kan ”sebagai pelaksanaan putusan jika tergu-
gat tidak secara sukarela melaksanakan putu-
san pengadilan. Sedangkan eksekusi pembaya-
ran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta 
yang gunanya untuk melakukan pembayaran 
sejumlah uang yang oleh undang-undang disa-
makan nilainya dengan putusan yang mempe-
roleh kekuatan hukum. Akta yang digunakan 
sebagai dasar eksekusi adalah surat yang 
ditanda tangani, dibuat untuk digunakan seba-
gai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, 
untuk keperluan siapa surat itu dibuat”. 
Meskipun demikian tidak semua akta dapat 
dijadikan dasar eksekusi, melainkan akta yang 
harus dibuat memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Eksekusi berdasarkan kekuasaan kekua-
saan sendiri didasarkan atas ketentuan Pasal 6 
UUHT ketika debitur wanprestasi. Parate ek-
sekusi tersebut dilaksanakan ketika debitur 
tidak mengajukan perlawanan, sehingga jika 
ada perlawanan, maka sebagaimana Pasal 14 
ayat (1) Juklak Lelang 2016 bahwa “dalam hal 
terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang 
terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak 
lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau 
istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemili-
kan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak 
dapat dilaksanakan”. Ketentuan Pasal 14 ayat 
(1) Juklak Lelang dengan tegas menyebutkan 
bahwa “lelang parate eksekusi sebagaimana 
Pasal 6 UUHT dikeculikan, ketika debitur me-
ngajukan perlawanan. Hal ini berarti bahwa 
akibat hukum lelang obyek hak tanggungan 
yang disengketakan berdasarkan Pasal 6 
UUHT”, maka lelang tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum dan melanggar keten-
tuan Pasal 14 Juklak Lelang 2016. Pemilik/ 
penjual barang harus mengajukan surat per-
mohonan lelang secara tertulis dengan disertai 
dengan Peran dan Tanggung Jawab Pejabat 
Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen ... 
dokumen persyaratan lelang kepada kepala 
KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan 
lelang, dalam hal lelang eksekusi Panitia Uru-
san Piutang Negara permohonan lelang diaju-
kan dengan nota dinas oleh kepala seksi piu-
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tang negara KPKNL dan disampaikan kepada 
kepala KPKNLyang bersangkutan. Pemilik 
atau penjual barang bisa mengunakan jasa 
balai lelang untuk memberikan jasa pra lelang. 
Obyek hak tanggungan berupa bidang 
tanah yang dialihkan melalui lelang dilakukan 
dalam rangka pelunasan hutang yang dijamin 
dengan Hak Tanggungan. Pasal 1 UUHT bah-
wa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak 
berikut benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. 
2) Upaya hukum yang dilakukan oleh 
debitur atas lelang obyek hak 
tanggungan yang disengketakan 
berdasarkan parate eksekusi 
Lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 
UUHT ketika debitur wanprestasi diperkenan-
kan, namun jika lelang tersebut disengketakan, 
merujuk pada ketentuan Pasal 14 Juklak 
Lelang 2016 harus dengan penetapan Pengadi-
lan Negeri berdasarkjan Pasal 224 HIR. 
Perbuatan melanggar hukum sebagaima-
na Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan bah-
wa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, me-
wajibkan orang yang karena salahnya mener-
bitkan kerugian itu, menggantikan kerugian 
tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan 
pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya 
terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur ”perbuatan yang melanggar hu-
kum”, diartikan sebagai berikut: “Berbuat atau 
tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau 
bertentangan dengan kewajiban hukum orang 
yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan de-
ngan kesusilaan atau sikap berhati-hati seba-
gaimana patutnya dalam lalu lintas masyara-
kat, terhadap diri atau barang-barang orang 
lain”. ”PT Bank Mandiri (Persero) mengekse-
kusi obyek hak tanggungan ketika debitur 
(Paiman) Wanprestasi didasarkan atas Pasal 6 
jo Pasal 14 UUHT, dikaitkan dengan keten-
tuan Pasal 14 Juklak Lelang 2016, bahwa da-
lam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan 
lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari 
pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami 
atau istri debitor/tereksekusi yang terkait 
kepemilikan, lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT 
tidak dapat dilaksanakan. Terhadap obyek hak 
tanggungan, pelaksanaan lelangnya dilakukan 
berdasarkan titel eksekutorial dari Sertipikat 
Hak Tanggungan yang memerlukan fiat ekse-
kusi. Permohonan atas pelaksanaan lelang di-
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lakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika 
pemegang hak tanggungan merupakan lemba-
ga yang menggunakan sistem syariah maka 
permohonan dilakukan oleh Pengadilan Aga-
ma. Hal ini berarti bahwa jika lelang eksekusi 
tersebut dipermasalahkan oleh pemilik barang 
dengan fgugatan, maka seharusnya PT Bank 
Mandiri (Persero) untuk melelang harus terle-
bih dahulu mengajukan permohonan eksekusi 
ke Pengadilan sebagaimana Pasal 224 HIR 
dikenal dengan fiat eksekusi. PT Bank Man-
diri (Persero) yang melelang obyek hak tang-
gungan tanpa mengajukan permohonan pene-
tapan ke Pengadilan Negeri, maka dapat dika-
takan telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum melanggar ketentuan Pasal 14 Juklak 
Lelang, sehingga unsur harus ada perbuatan 
melanggar hukum telah terpenuhi”.Unsur ”ha-
rus ada kesalahan”, perihal ”kesalahan dalam 
perbuatan melanggar hukum, dalam hukum 
perdata tidak membedakan antara kesalahan 
yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, 
melainkan juga karena kelalaian atau kurang 
hati-hatinya pelaku”. Ketentuan ini sesuai de-
ngan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani 
sebagai berikut: “ … tidak membedakan anta-
ra kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan 
dalam bentuk kurang hati-hati”. Tindakan PT 
Bank Mandiri (Persero) yang melelang obyek 
hak tanggungan sebagai suatu perbuatan yang 
tidak dibenarkan oleh aturan (Pasal 14 Juklak 
Lelang 2016), sehingga unsur harus ada 
kesalahan telah terpenuhi. 
Unsur ”harus ada kerugian yang 
timbul”, perihal kerugian dalam perbuatan 
melanggar hukum, “dapat berupa kerugian 
materiil dan dapat berupa kerugian immate-
riil”. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu 
”kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, 
sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya 
tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya 
tercemar, mengakibatkan kematian. PT. Bank 
Mandiri (Persero) yang melelang obyek hak 
tanggungan sebagai pemenuhan piutang, keti-
ka debitur tidak mampu membayar utangnya 
pada PT Bank Mandiri (Persero), lelang yang 
dilakukan tidak sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan, mengakibatkan debitur 
dirugikan dengan dilelangnya barang miliknya 
tersebut, sehingga unsur harus ada kerugian 
telah terpenuhi”. 
Adanya hubungan kausal atau hubungan 
sebab akibat maksudnya yaitu ”kerugian yang 
diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan 
karena perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan 
yang dikemukakan Riduan Syahrani yang 
mengutip teori Von Kries sebagai berikut: 
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“Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari 
suatu akibat, apabila menurut pengalaman ma-
syarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan 
diikuti oleh akibat itu”. Apabila dengan dile-
langnya obyek hak tanggungan tersebut debi-
tur dirugikan, kerugian debitur tersebut dise-
babkan karena kesalahan kreditur yang mele-
lang obyek hak tanggungan padahal Pasal 14 
Juklak Lelang melarangnya”. 
BPSK tidak mempunyai wewenang 
untuk membatalkan lelang, “karena itu lang-
kah yang seharusnya ditempuh oleh debitur 
atas tindakan bank melelang obyek hak tang-
gungan adalah mengajukan perlawanan pada 
Pengadilan Negeri. Dasar pengajuan perlawa-
nan adalah Pasal 195 ayat 6 Herzein Inlandsch 
Reglement (HIR)” dinyatakan bahwa: “Perla-
wanan terhadap keputusan, juga dari orang 
lain yang menyatakan bahwa barang yang di 
sita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti 
segala perselisihan tentang upaya paksa yang 
diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang 
dalam daerah hukumnya terjadi keputusan 
itu”. 
Di dalam hukum acara perdata Indone-
sia “dimungkinkan bagi pihak ketiga yang ke-
pentingannya dilanggar untuk melakukan per-
lawanan atau bantahan atas penetapan sita 
eksekutorial. Adapun perlawanan atau banta-
han dari pihak ketiga dalam hukum acara 
perdata disebut dengan istilah derden verzet. 
Secara umum istilah verzet diartikan perlawa-
nan. Perlawanan merupakan upaya hukum 
terhadap putusan. Verzet tergolong upaya 
hukum biasa yang sifatnya menghentikan pe-
laksanaan putusan untuk sementara. Selain 
verzet yang termasuk upaya hukum biasa ada-
lah banding dan kasasi. Lebih khusus lagi, 
istilah verzet dalam Hukum Acara Perdata 
merupakan suatu upaya hukum terhadap 
putusan verstek (putusan yang dijatuhkan di-
luar hadirnya tergugat)”. 
Pihak yang dirugikan akibat lelang dapat 
mengajukan perlawanan sebagai perlawanan 
pihak ketiga atau derden verzet. Perlawanan 
pihak ketiga atau derden verzet menurut  M. 
Yahya Harahap merupakan “upaya hukum 
atas penyitaan milik pihak ketiga. Sesuai pula 
dengan yang dikemukakan oleh Mardani, bah-
wa derden Verzet yaitu upaya pihak ketiga 
membela haknya karena barangnya disita yang 
pihak ketiga merasakan dirugikan. Pihak keti-
ga yang mengajukan perlawanan tersebut me-
rasa dirugikan akibat disitanya barang-barang 
tersebut”. 
Yahya Harahap menjelaskan, “dalam 
praktik, tergugat sering mengajukan keberatan 
atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta 
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kekayaannya dengan dalih, barang yang disita 
adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan 
itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan 
atas alasan, sekiranya barang itu benar milik 
pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan 
melalui upaya derden verzet. Ternyata, meski-
pun sita telah diletakkan di atasnya, tidak ada 
muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh 
karena itu cukup alasan untuk menduga, harta 
tersebut milik tergugat bukan milik pihak 
ketiga”. 
Perlawanan pihak ketiga dibagi menjadi 
dua. Adapun jenis dari perlawanan pihak keti-
ga (Derden Verzet) adalah sebagai berikut: 
”Pertama, perlawanan pihak ketiga terhadap 
sita eksekutorial. Sita eksekutorial adalah sita 
yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksana-
an putusan, yakni sita yang dilakukan setelah 
ada putusan yang mempunyai kekuatan hu-
kum tetap (inkracht). Kedua, perlawanan pi-
hak terhadap sita jaminan. Sita jaminan adalah 
penyitaan terhadap barang-barang jaminan 
yang menjadi objek sengketa baik barang ber-
gerak maupun tidak bergerak milik pihak yang 
dikalahkan dalam suatu perkara di persida-
ngan”. 
Dalam suatu perlawanan harus ada ob-
jek, begitu pula pada perlawanan pihak ketiga. 
Adapun objek dari perlawanan pihak ketiga 
adalah: ”Pertama, penetapan yang merugikan. 
Kedua, perlawanan terhadap penyitaan ekse-
kusi. Ketiga, perlawanan terhadap putusan 
yang bersifat contentiosa. Keempat, Perlawa-
nan terhadap putusan yang bersifat volunteir. 
Kelima, Perlawanan terhadap eksekusi putu-
san perdamaian. Keenam, Perlawanan terha-
dap penangguhan dan non eksekutabel. Guga-
tan derden verzet dibuat seperti gugatan biasa 
dan dimasukan di kepaniteraan Pengadilan 
yang memutus perkara semula, dengan mem-
bayar panjar biaya perkara dan didaftar dalam 
register induk perkara gugatan sebagai perkara 
baru dengan mendapat nomor perkara baru”. 
Prosedur pengajuan perlawanan pihak 
ketiga adalah sebagai berikut: “Pertama, pihak 
ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan 
sita, mengajukan gugatan perlawanan ke Pe-
ngadilan Negeri yang mewilayahi objek seng-
keta pelawan. Kedua, membayar biaya perka-
ra. Pada umumnya yang dimohon oleh pela-
wan dalam perlawanannya adalah: Pertama, 
agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut 
adalah tepat dan beralasan. Kedua, agar dinya-
takan bahwa pelawan adalah pelawan yang 
benar. Ketiga, agar sita jaminan atau sita ekse-
kutorial yang bersangkutan diperintahkan un-
tuk diangkat. Keempat, agar para terlawan di-
hukum untuk membayar biaya perkara”. 
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Perlawanan sebagaimana Pasal 195 ayat 
6 HIR bahwa : “Perlawanan terhadap keputu-
san, juga dari orang lain yang menyatakan 
bahwa barang yang di sita miliknya, dihadap-
kan serta diadili seperti segala perselisihan 
tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh 
pengadilan negeri, yang dalam daerah hukum-
nya terjadi keputusan itu”. Irah-irah kalimat 
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagaimana Pasal 14 UUHT 
“mempunyai kekuatan hukum sebagaimana 
putusan pengadilan yang mempunyai kekua-
tan hukum tetap sehingga dapat dilakukan 
eksekusi, barang yang disita adalah milik de-
bitur yang dibebankan sebagai agunan”. Pada 
kondisi yang demikian, debitur dapat menga-
jukan perlawanan atas tindakan PT Bank 
Mandiri (Persero) yang melelang obyek hak 
tanggungan tersebut. 
Berdasarkan uraian sebagaimana terse-
but di atas dapat dijelaskan bahwa “upaya hu-
kum di luar Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) bagi pemilik barang yang 
barangnya diagunkan ke Bank yang merasa 
dirugikan karena adanya lelang eksekusi oleh 
Bank sebagai pemegang jaminan adalah me-
ngajukan gugat atas dasar perbuatan melang-
gar hukum karena PT Bank Mandiri (Persero) 
melelang obyek hak tanggungan dengan keku-
atan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 6 
UUHT, padahal debitur mengajukan keberatan 
atas lelang tersebut, seharusnya PT Bank 
Mandiri (Persero) mengajukan fiat eksekusi 
pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 
HIR. Apabila ternyata PT Bank Mandiri (Per-
sero) tidak bersedia memberikan ganti rugi 
dan debitur mengajukannya ke BPSK, maka 
langkah hukum yang dilakukan oleh debitur 
yakni mengajukan perlawanan pihak ketiga 
dengan mendasarkan Pasal 195 ayat 6 HIR, 
melawan putusan (eksekusi ketika debitur 
wanprestasi dengan mendasarkan atas irah-
irah kalimat “Demi keadilan Berdasarkan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa) mempunyai kekua-
tan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.  
V. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dapat dibuatkan 
kesimpulannya sebagai berikut: 
1) “Akibat hukum lelang obyek hak tanggu-
ngan yang disengketakan berdasarkan Pasal 
6 UUHT, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat 
(1) Juklak Lelang dengan tegas menyebut-
kan bahwa alam hal terdapat gugatan sebe-
lum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak 
Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ 
tereksekusi, suami atau istri debitor/ terek-
sekusi yang terkait kepemilikan, Lelang 
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Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilak-
sanakan. Lelang obyek disengketakan, 
maka lelang dinyatakan sah jika didasarkan 
atas fiat eksekusi sebagaimana Pasal 224 
HIR”. 
2) “Upaya hukum di luar BPSK bagi pemilik 
barang yang barangnya diagunkan ke Bank 
yang merasa dirugikan karena adanya 
lelang eksekusi oleh Bank sebagai peme-
gang jaminan, bahwa pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan gugat ganti rugi atas 
dasar telah melakukan perbuatan melang-
gar hukum yakni melelang obyek hak 
tanggungan yang disengketakan bertenta-
ngan dengan Pasal 14 Juklak Lelang 2016. 
Jika tidak berhasil, maka langkah beri-
kutnya mengajukan gugat perlawanan seba-
gai pihak ketiga dengan mendasarkan Pasal 
195 ayat 6 HIR, melawan putusan (ekse-
kusi ketika debitur wanprestasi dengan 
mendasarkan atas irah-irah kalimat “Demi 
keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa) mempunyai kekuatan eksekusi 
sebagaimana putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap”. 
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